SATU TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Yang Berhormat dan saya hormati Presiden Republik Indonesia, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri dan Bapak H. Taufik Kiemas, 
Para Yang Berhormat Bapak-Bapak Ketua MPR, dan Ketua DPR, para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, para mantan calon Presiden dan mantan calon Wakil Presiden Republik Indonesia,

Para Yang Berhormat pimpinan lembaga-lembaga negara, para Menteri dan para pejabat pemerintah dan pejabat negara lainnya, para tokoh dan para ahli hukum yang sangat saya muliakan, dan hadirin sekalian yang terhormat,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita semua, pertama-tama atas nama sembilan hakim dan segenap anggota ‘keluarga kecil’ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Presiden dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang berkenan hadir memenuhi harapan kami untuk acara yang sangat bersahaja ini. Hari ini adalah hari bersyukur bagi kami, bagi kita dan bagi segenap bangsa kita bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah genap usianya 1 tahun. Tanggal 13 Agustus 2004 adalah menggenapkan 1 tahun usia Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menandai berlakunya ketentuan operasional penyelenggaraan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Disahkannya UU ini, membuka kesempatan untuk pengangkatan 9 orang hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan kita, yaitu (1) Mohammad Laica Marzuki, (2) Soedarsono, (3) Maruarar Siahaan, (4) Jimly Asshiddiqie, (5) Achmad Roestandi, (6) I Gde Dewa Palguna, (7) H.A.S. Natabaya, (8) Muktie Fajar, dan (9) Harjono. Secara administratif kami bersembilan diangkat menjadi hakim konstitusi dengan Keputusan Presiden No. 147/M/Tahun 2003 bertanggal 15 Agustus 2004, dan secara bersama-sama mengucapkan sumpah jabatan dengan disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2004, persis 1 hari sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal III Aturan Peralihan yang tercantum dalam Perubahan Keempat UUD kita itu menentukan: “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Karena itu, di samping tanggal 13, tanggal 15 dan tanggal 16 Agustus 2003 tersebut di atas, masih ada 1 tanggal lagi yang bersejarah bagi Mahkamah Konstitusi, yaitu tanggal 10 Agustus 1945, saat disahkannya Perubahan Keempat UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa sejak tanggal tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi secara hukum sudah ada, namun untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak sebagai pelaksana sementara Mahkamah Konstitusi. Selama kurun waktu antara tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2003, di Kepaniteraan Mahkamah Agung telah terdaftar 14 perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Ke-14 perkara tersebut sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 87 UU No. 24 dialihkan pemeriksaannya oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 60 hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.

Karena itu, banyak pilihan untuk menentukan hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi. Namun, terlepas dari banyaknya pilihan itu, untuk ulang tahun pertama ini kami telah memilih tanggal 13 Agustus sebagai tanggal penyelenggaraan peringatan untuk pertama kali guna mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dan mematrikan batu kenangan atas salah satu karya besar bangsa kita dengan membentuk lembaga penting bernama Mahkamah Konstitusi.
Ibu Presiden dan hadirin sekalian yang sangat berhormat,


Sebelum kami bersembilan ditetapkan menjadi hakim konstitusi, kita memaklumi betapa singkatnya waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pembentukan UU tentang Mahkamah Konstitusi sebelum tenggat tanggal 17 Agustus 2003 seperti yang ditentukan dalam UUD. Oleh karena itu, tidak terdapat kesempatan yang leluasa untuk mempersiapkan segala sesuatu menyangkut organ konstitusi yang baru ini. Ketika kami ditetapkan menjadi hakim konstitusi, dan saya dipilih menjadi ketua lalu Pak Laica Marzuki yang sedang dirawat di rumah sakit dipilih menjadi wakil ketua pada tanggal 19 Agustus 2003, kami memulai segala pekerjaan dengan hanya bermodal 3 lembar kertas, yaitu kertas UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kertas UU No. 24 Tahun 2003 dan kertas Keppres No. 147/M/Tahun 2003. Ketika kami menulis surat pertama kepada Presiden dan kepada para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara untuk tujuan perkenalan, kantor belum ada sehingga alamatpun terpaksa ditulis dengan nomor handphone saya. Anggaran belum tersedia, staf atau pegawai belum ada. Karena itu, kami harus menerapkan prinsip bahwa semua fasilitas milik negara adalah juga milik Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak perlu ada keraguan atau sikap sungkan untuk meminjam pakai ruang sidang dimana saja. Itu sebabnya, Mahkamah Konstitusi pernah mengadakan rapat-rapat di Mahkamah Agung, sidang-sidang di gedung MPR/DPR, sidang di RRI dan bahkan di Mabes POLRI khususnya untuk menyelenggarakan sidang melalui “teleconference”.

Karena lambatnya penyelesaian administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan, administrasi keuanganpun dikelola berpindah-pindah dari sekretariat jenderal MPR-RI ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM, baru akhirnya dialihkan sepenuhnya ke Mahkamah Konstitusi. Sampai sekarang, gedung kantor masih menumpang dan semua pegawai juga masih bersifat sementara dan jabatan-jabatan resmi eselon 2, 3 dan 4 baru dijabat sementara oleh pelaksana tugas (Plt). Insya Allah, setelah ulang tahun yang pertama ini, organisasi kesekretariatan dan kepaniteraan akan ditata dan dibenahi sesuai keputusan presiden tentang stuktur organisasi dan ketentuan tentang tata organisasi yang telah disetujui oleh Pemerintah. Insya Allah pula, atas dukungan Presiden dan juga pimpinan PT Telkom serta do’a kita semua, di lokasi tanah tempat kita mengadakan acara sederhana ini, kelak akan berdiri gedung sendiri Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan menjadi simbol ‘supremasi hukum’ di tanah air kita. Kepada ibu Preisden, Bapak Wakil Presiden dan bapak-bapak para Ketua MPR, DPR, BPK dan MA, untuk kepentingan sejarah, kami mohon menulis sedikit catatan pesan dan kesan HUT MKRI ke-I yang nantinya akan kami patrikan dalam prasasti tersendiri di gedung yang akan bangun disini.

Terlepas dari berbagai kesulitan dan kendala internal serta kondisi kesementaraan yang dihadapi, tugas-tugas konstitusional Mahkamah telah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. UUD menggariskan 5 kewenangan lembaga ini, yaitu: (i) menguji konstitusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, (iv) memutus pembubaran partai politik, dan (v) memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hukum atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden seperti yang dimaksud oleh UUD. Dari kelima hal itu, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsi peradilan yang berkaitan dengan 2 di antaranya, yaitu pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilihan umum 2004.

Dalam rangka perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota lembaga perwakilan Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 448 perkara calon anggota lembaga perwakilan dan 2 permohonan perkara pasangan calon presiden/wakil presiden. Dari 450 perkara tersebut yang memenuhi syarat untuk diregistrasi hanya 273 perkara legislatif dan 1 perkara capres/cawapres. Ke-274 perkara atau kasus tersebut dikonsolidasikan ke dalam 45 berkas permohonan yang terdiri atas 23 permohonan partai politik, 21 permohonan calon anggota DPD, dan 1 permohonan pasangan capres-cawapres. Dari 448 perkara perselisihan hasil pemilu tersebut yang dikabulkan hanya berkenaan dengan 40 perkara atau kasus, yaitu 2 untuk kursi DPD-RI, 4 untuk kursi DPR-RI, 5 untuk kursi DPRD Provinsi, dan 29 untuk kursi DPRD Kabupaten/ Kota.

Terhadap perkara perselisihan hasil pemilu anggota lembaga perwakilan, meskipun UU menyediakan waktu untuk menyelesaikannya dalam 30 hari kerja sejak permohonan diregistrasi tanggal 8 Mei sampai dengan 22 Juni 2004, alhamdulillah telah dapat kami selesaikan seluruhnya dalam waktu 28 hari, yaitu semua putusan telah dibacakan tanggal 18 Juni 2004. Demikian pula perkara perselisihan hasil pemilihan presiden tahap pertama, meskipun UU menyediakan waktu 14 hari kerja kepada Mahkamah untuk menyelesaikannya, putusan final telah dapat dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka dalam waktu 7 hari kerja. Untuk anggarannyapun dari pagu yang tersedia khusus untuk penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu 2004 ini sebesar Rp. 5,482,934,320.-, sesudah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu legislatif dan perselisihan hasil pemilihan presiden tahap 1, baru digunakan sebesar Rp. 3,051,636,501.- Sisa sebesar Rp. 2,431,297,819 untuk perselisihan hasil pemilihan presiden tahap ke-2 nanti, sudah dapat diperkirakan, tidak akan terpakai semua, dan penghematan ini nantinya tentu akan kami kembalikan ke kas negara sebagaimana mestinya.

Ibu Presiden dan para hadirin sekalian yang berhormat,


Adanya mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu patut kita syukuri bersama. Melalui proses peradilan di MK, bangsa kita telah meneguhkan tekad untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa dan konflik politik melalui jalur hukum. Karena itu, marilah kita semua mulai sekarang menghentikan berbagai kebiasaan buruk yang bersifat ‘anti demokrasi’, yaitu menyelesaikan aneka sengketa dan konflik politik di jalanan atau melampiaskan segala kemarahan dan kedengkian politik tidak pada tempatnya. Kita harus menyelesaikan segala perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan agenda demokrasi di negara kita melalui jalan hukum dan konstitusi. Jangan ubah perselisihan hasil pemilu menjadi konflik politik, apalagi konflik antar pendukung para pemimpin. Jika timbul perselisihan pendapat mengenai hasil pemilihan umum, seperti yang telah dicontohkan oleh pasangan capres-cawapres Pak Wiranto dan Pak Solahuddin Wahid, bawalah masalahnya ke Mahkamah Konstitusi. Insya Allah, mahkamah ini akan menyediakan keadilan bagi semua pihak dalam rangka menuntun kehidupan kebangsaan kita ke jalan hukum sehingga sistem demokrasi yang kita bangun dapat bekerja secara benar dan berkeadilan.

Hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya, dalam rangka pengujian undang-undang, sampai sekarang lebih dari 100 permohonan telah kami terima di Mahkamah Konstitusi. Namun, yang memenuhi syarat untuk didaftar dan mendapat nomer registrasi hanya 41 permohonan. 20 permohonan di antaranya telah diselesaikan atau diputus sebagaimana mestinya, 13 perkara lainnya sudah diperiksa di tahap pemeriksaan persidangan, sehingga dalam waktu yang tidak lama diharapkan sudah dapat diputus. Sisanya hanya sebanyak 8 perkara lagi yang masih berada pada tahap pemeriksaan pendahuluan. 


Dari perkara-perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) tersebut, permohonan yang dikabulkan tercatat 3 perkara, yaitu:

1. Perkara No. 011-017/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang diajukan oleh Eks anggota PKI.
2. Perkara No. 013/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Pemberlakuan Surut UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.
3. Perkara No. 05/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ketiga-tiganya telah dimuat sebagaimana mestinya dalam Berita Negara, masing-masing bernomer 18/2004 bertanggal 2 Maret 2004, No. 61/2004 bertanggal 30 Juli 2004, dan No. 63/2004 bertanggal 6 Agustus 2004. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang yang mengabulkan permohonan pemohon baru tiga perkara saja. Namun, karena substansi perkaranya sangat mendasar, ketiga-tiganya – terutama perkara eks PKI dan apalagi perkara pemberlakuan surut UU Terorisme telah mengundang tanggapan yang sangat luas dari mana-mana, seolah-olah pengaruhnya bergaung sampai ke kutub utara dan selatan.
Selain ketiga perkara tersebut, perkara-perkara lain seluruhnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena berbagai alasan. Hal ini kiranya cukup untuk memperlihatkan bahwa sangatlah tidak mudah bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan sesuatu permohonan jika tidak benar-benar terbukti menurut ketentuan norma dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Apalagi, setiap perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi ini baik yang menyangkut perkara pengujian undang-undang maupun perkara-perkara yang terkait dengan keempat bidang kewenangan lainnya bukanlah perkara sederhana. Setiap undang-undang yang telah disahkan pada pokoknya telah mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Indonesia, karena DPR dan Presiden yang telah mambahas dan menyetujuinya bersama memang mendapatkan mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan tugasnya membentuk dan mengesahkan undang-undang. Akan tetapi, UU hanya mencerminkan kehendak politik DPR bersama Presiden, yang belum tentu sama dengan kehendak seluruh rakyat yang berdaulat. Kehendak seluruh rakyat tercermin dalam Undang-Undang Dasar sebagai produk MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat, bukan tercermin dalam UU yang hanya mencerminkan kehendak politik DPR bersama Presiden. 
Hasil kesepakatan dalam forum politik di DPR yang ditentukan bersasarkan prinsip ‘rule by majority’ tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma keadilan yang lebih tinggi derajatnya yang terkandung dalam konstitusi. Karena itu, meskipun mayoritas rakyat menghendaki sesuatu norma hukum yang mengikat untuk umum diatur dalam suatu undang-undang, jika lembaga pengawal Undang-Undang Dasar yang bernama Mahkamah Konstitusi menilainya dalam proses peradilan sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak boleh mengikat untuk umum. Suara mayoritas berdasarkan prinsip demokrasi betapapun juga tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip nomokrasi, meskipun hanya didukung oleh minoritas suara; Karena pada akhirnya, suara minoritas keadilan itulah yang sungguh-sungguh mencerminkan suara seluruh rakyat yang berdaulat.

Demikian pula dengan perkara-perkara dalam lingkup kewenangan lainnya semuanya adalah perkara yang sangat serius bagi bangsa dan negara kita yang pemeriksaannya memerlukan kehati-hatian, sikap rasional, objektif, dan kualitas sikap kenegarawanan tersendiri dengan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan apapun atau siapapun juga, menjaga integritas, independensi, dan imparsialitas dalam memeriksa dan memutus setiap perkara. 
Ibu Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada kesempatan 1 tahun usia MK sebagai pasangan kembar lembaga kekuasaan kehakiman bersama MA, patut kiranya kami menyampaikan ajakan kepada semua kalangan penegak hukum di tanah air, untuk secara bersama-sama meneguhkan tekad, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata bahwa hukum dan keadilan memang dapat ditegakkan dengan setegak-tegaknya, dimulai oleh tegaknya konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Hukum dan konstitusi haruslah menentukan dan memberi arah bagi dinamika kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa. Dinamika politik, ekonomi dan sosial hendaklah berjalan setepat-tepatnya di atas rel dan di dalam koridor hukum. Jikalau di kalangan ahli hukum dikenal adanya adagium yang menyatakan bahwa “tegakkan keadilan, meskipun langit akan runtuh”, maka kita dapat melengkapinya dengan kata-kata “Langit tidak akan pernah runtuh karena kita menegakkan hukum dan keadilan, karena itu tegakkanlah hukum dan keadilan itu dengan tiada keraguan sedikitpun”. 

Tentu, tidak mudah melaksanakan semua tekad mulia ini. Kita semua adalah manusia biasa, maka tidak bisa tidak kamipun harus membuka diri terhadap segala kemungkinan kritik dan masukan darimanapun datangnya, semata-mata untuk kepentingan membangun sebuah lembaga yang dapat benar-benar patut dihormati karena kinerjanya benar-benar efektif, efisien dan dapat dipercaya dalam menjalankan segala amanat Undang-Undang Dasar.


Kiranya 1 tahun kiprah Mahkamah Konstitusi ini juga dapat menjadi tambahan kado ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-59 bagi segenap bangsa kita yang cinta kemerdekaan. Akhirnya, mari kita berdoa semoga negara kita makin jaya sebagai sebuah negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat), dan sekaligus negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy). Kiranya Mahkamah Konstitusi dapat terus meningkatkan pengabdiannya sebagai pengawal konstitusi dan penuntun jalan hukum bagi proses demokratisasi dalam rangka kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang semakin bermartabat. Kepada Presiden dan segenap hadirin sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala, senantiasa memberikan cinta kasih-Nya kepada segenap warga bangsa kita yang cinta damai ini. 
Billahit Taufiq wal-Hidayah,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.







Jakarta, 13 Agustus, 2004






Ketua Mahkamah Konstitusi RI






Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

� Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi pada acara peringatan HUT ke-1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta, Jum’at, 13 Agustus, 2004.





PAGE  
2

